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Abstrak

Peraturan yang berlaku di dalam pesawat penerbangan dimaksudkan agar masyarakat
mematuhi hal-hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika berada dalam
pesawat penerbangan. Peraturan yang sudah ada ini tak terlepas dari pelanggaran terhadap
aturan yang berlaku di dalam pesawat. Kasus penumpang yang tidak mematuhi aturan atau
dikenal dengan unruly passenger merupakan sebuah contoh pelanggaran terhadap aturan
yang berlaku di dalam pesawat. Konvensi Tokyo 1963 menjadi jawaban dalam mengatasi
kasus unruly passenger tersebut. Namun, kandungan dari Konvensi Tokyo 1963 pada
kenyataannya belum mampu menangani seluruh masalah terkait unruly passenger. Melihat
hal tersebut, ICAO mengamandemen Konvensi Tokyo 1963 untuk memperkuat dasar
hukum bagi maskapai dalam menangani kasus unruly passenger, hingga akhirnya
menghasilkan Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft atau dikenal sebagai Protokol Montreal 2014. Keberadaan
Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014 ini diharapkan mampu mengatasi
permasalahan terkait unruly passenger dalam dunia penerbangan.

Kata Kunci : Unruly Passenger, Konvensi Tokyo 1963, Protocol Montreal 2014

Abstract

Regulations in aviation aircraft intended to comply with the community things what should
and should not do when the aircraft is in flight. Existing regulations did not in spite of the
breach of the rules that apply in the aircraft. The case of passengers who do not comply
with the rules or known by the unruly passenger is an example of a breach of the rules that
apply in the aircraft. Tokyo Convention 1963 be the answer in addressing the case of
unruly passenger. However, the content of the Tokyo Convention 1963 in fact haven't been
able to handle the whole issue related unruly passenger. Seeing this, ICAO amending the
Tokyo Convention 1963 to strengthen the legal basis for the airline in dealing with the
unruly passenger, and the case eventually led to a Protocol to Amend the Convention on
Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft known as the Montreal
Protocol 2014. The existence of the Tokyo Convention 1963 and Montreal Protocol 2014 is
expected to address the problem of unruly passenger related in the world of aviation.
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A. Pendahuluan
Transportasi udara baik nasional ma-
upun internasional berkembang sangat pe-
sat. Hal ini membawa dampak positif bagi
kesejahteraan umat manusia, karena dengan
adanya transportasi udara maka dapat me-
mudahkan aktivitas manusia terutama da-
lam hal memperpendek jarak antar Negara.
Namun, keberadaan transportasi udara ini
juga tak lepas dari adanya kasus pelang-
garan maupun kejahatan yang terjadi dalam
pesawat. Hal-hal seperti ini seringkali me-
ngancam keselamatan, dan mengancam ji-
wa para penumpang.? Salah satu pelangga-
ran yang sering terjadi di dalam pesawat
udara yakni ialah adanya penumpang yang
tidak mematuhi aturan dalam pesawat, atau
dikenal sebagai unruly passenger.® Istilah
unruly passenger sendiri digunakan oleh
International Air Traffic Association (IA-
TA). Dalam Guidance on Unruly Passen-
ger Prevention and Management, IATA
mendefinisikan unruly passenger sebagai
berikut : “Para penumpang yang tidak me-
nghargai aturan-aturan yang berlaku dida-
lam pesawat atau tidak mengikuti instruksi
dari awak pesawat sehingga mengganggu
ketertiban dan disiplin dalam pesawat serta
membahayakan keselamatan penerbang-
an”.*
Keberadaan unruly passenger ini ke-
rap mengganggu ketertiban dan kedisipli-
nan di dalam pesawat bahkan dapat mem-

! H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan
Udara dan Hukum Angkasa, PT Alumni, Bandung,
1987, him. 127

2 Pablo Mendes de Leon, An Introduction to
Air Law (Ninth Revised Edition), Kluwer Law Inter-
national BV, 2012, him. 45

% Samuel A. “The Legal Problems: An Intro-
duction” dalam Journal of Air and Commerce 163
Vol. 37,1971, him. 14

* International Air Traffic Association (IATA).
Guidance on Unruly Passenger Prevention and Ma-

nagement, 2012, him. 10
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bahayakan keselamatan penerbangan.’ Oleh
karena itu, negara-negara anggota Organi-
sasi Penerbangan Sipil Internasional sepa-
kat mengesahkan Convention on Offences
and Certain Other Acts Committed on Bo-
ard Aircraft (Konvensi tentang Pelangga-
ran-pelanggaran dan Tindakan-tindakan
Tertentu yang Dilakukan di dalam Pesawat
Udara) atau biasa dikenal sebagai Konvensi
Tokyo 1963.° Konvensi ini ditandatangani
di Tokyo pada 14 September 1963 sebagali
wadah untuk mengatur hal-hal yang ber-
kaitan dengan pelanggaran ataupun kejaha-
tan di dalam pesawat penerbangan. Kon-
vensi tersebut berlaku sejak 4 Desember
1969 dan telah diratifikasi oleh 185
negara.’

Indonesia merupakan salah satu nega-
ra yang telah meratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pe-
ngesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi
Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal
1971. Kasus unruly passenger bukan me-
rupakan hal baru dalam dunia penerbangan,
kasus ini sudah pernah terjadi sebelum Ko-
nvensi Tokyo 1963 berlaku. Kasus-kasus
inilah yang menjadi cikal bakal dibuatnya
peraturan mengenai unruly passenger,
salah satu kasus yang cukup terkenal adalah
ka-sus Cordova dan Santano (United States
v. Cordova, 89 F. Supp. 298). Cordova dan
Santano ini merupakan penumpang pesawat
penerbangan dari San Juan ke New York
pada tanggal 2 Agustus 1948. Seorang pra-
mugari memberitahukan kepada kapten pe-

> M.J. Fenello, “Technical Prevention of Air
Piracy” dalam International Conciliation 30 Vol.
585, 1971, him. 6

® F.F.G. Gerald, “Development of Intenational
Legal Rules for the Repression of the Unlawful
Seizure of Aircraft” dalam The Canadian Yearbook
of International Law Vol.7, 1969, him. 8

"1CAO, Current lists of parties to multilateral
air law treaties, dalam : http://www.icao.int, diak-
ses pada 10 November 2018 pukul 19.31 WIB.
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nerbangan tersebut bahwa telah terjadi per-
tengkaran antara Cordova dan Santano
yang disebabkan oleh keadaan mereka yang
sedang mabuk.®

Kapten penerbangan tersebut membe-
rikan kendali pesawat kepada kopilotnya
dan menghampiri kedua penumpang yang
mabuk tersebut. Cordova tidak dapat diken-
dalikan dan ia justru menyerang sang kap-
ten pesawat serta seorang pramugari yang
berada di lokasi kejadian. Pesawat menga-
lami hilang keseimbangan karena penum-
pang lain berusaha melihat kejadian ter-
sebut dan berkumpul di bagian ekor pesa-
wat. Saat peristiwa terjadi, pesawat sedang
berada di atas Samudra Atlantik, dalam ar-
tian pesawat sedang berada di atas laut be-
bas. Kasus ini akhirnya dibawa ke peng-
adilan Amerika Serikat, hakim pun mem-
bebaskan Cordova dan Santano karena ha-
kim berpendapat bahwa pengadilan tidak
memiliki yurisdiksi karena perbuatan terse-
but terjadi di dalam pesawat dan di atas laut
bebas.

Bahkan, setelah Konvensi Tokyo
1963 berlaku, Konvensi ini belum mampu
menangani seluruh permasalahan terhadap
unruly passenger, terutama terkait masalah
yurisdiksi. Dalam Konvensi Tokyo 1963,
terkait permasalahan yurisdiksi hanya dike-
nal state of registration dan juga beberapa
perkecualian untuk negara lain. Negara ya-
ng bukan state of registration tidak dapat
menerapkan yurisdiksinya karena tidak dia-
tur di dalam konvensi. Masalah yurisdiksi
tersebut membuat banyak unruly passenger
terbebas dari tuntutan hukum karena negara
tempat pesawat mendarat tidak dapat me-
nerapkan yurisdiksinya.

Salah satu kasus unruly passenger
yang pernah terjadi di Indonesia adalah ka-

® Bintatar Sinaga, Kejahatan Terorisme dalam
Jurnal Keadilan. Vol.1 Nomor 4, 2001, him. 5
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sus Matt Christopher Lockley, seorang pe-
numpang Virgin Australia penerbangan
Brisbane ke Denpasar tertanggal 25 April
2014. Pada kasus ini juga terdapat permasa-
lahan mengenai yurisdiksi, yang mana pada
kasus ini Lockley dianggap tidak melaku-
kan tindak pidana atau pelanggaran dan di-
pulangkan kembali ke Australia setelah di-
periksa. Indonesia sebagai negara tempat
pesawat mendarat beranggapan bahwa ka-
sus tersebut bukan termasuk yurisdiksinya,
karena Australia yang memiliki kewenang-
an dan yurisdiksi.’

Melihat banyaknya kasus unruly pas-
senger yang meningkat tiap tahunnya, Inte-
rnational Civil Aviation Organization (IC-
AO) segera mengambil tindakan untuk me-
ngamandemen Konvensi Tokyo 1963 agar
memperkuat dasar hukum bagi maskapai
dan kru pesawat dalam menangani kasus
unruly passenger. Amandemen ini telah di-
diskusikan oleh ICAO dan pada 4 April
2014 menghasilkan Protocol to Amend the
Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed on Board Aircraft atau di-
kenal dengan Protokol Montreal 2014.

Apabila kita meninjau Protokol Mon-
treal 2014, terdapat beberapa perubahan
yang sebelumnya tidak diatur dalam Kon-
vensi Tokyo 1963 antara lain terkait pe-
nambahan yurisdiksi yang awalnya hanya
state of registration, cakupan konvensi, ke-
wenangan dan imunitas kapten pesawat
udara, prosedur penanganan, ekstradisi, dan
ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan
oleh unruly passenger. Protokol tersebut
akan berlaku ketika 22 negara sudah mera-
tifikasinya, namun sampai saat ini Indone-
sia belum termasuk sebagai negara yang

% Icha Rastika, Penumpang Mabuk di Virgin
Australia Dipulangkan, dalam : https://nasional.ko
mpas.com, diakses pada 8 November 2018 pukul
22.17 WIB.
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meratifikasi Protokol Montreal 2014 terse-
but.

B. Perumusan Masalah

Adapaun permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah : perrtama, ba-
gaimana penanganan terhadap kasus unruly
passenger; dan kedua Bagaimana impleme-
ntasi ketentuan terkait unruly passenger da-
lam dunia penerbangan.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan
adalah yuridis-normatif, dengan jenis pene-
litian dogmatik, bentuk penelitian derskrip-
tif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian
ini yaitu deskriptif-analitis. Metode peng-
umpulan data yang digunakan melalui me-
tode library research (metode kepustakaan)
dengan menguji bahan dokumen dan bahan
pustaka yang digunakan dalam penelitian
ini. Data dianalisis secara kualitatif-norma-
tif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan
membangun pernyataan yang terdapat da-
lam dokumen perundang undangan. Meto-
de analisis kualitatif, dibangun berdasarkan
data sekunder yang berupa teori, makna
dan substansinya dari berbagai literatur, pe-
raturan perundang-undangan, dan data pri-
mer yang diperoleh dari wawancara, penga-
matan dan studi lapangan, kemudian diana-
lisis dengan normatifnya undang-undang,
teori dan pendapat pakar yang berkaitan,
sehingga didapat kesimpulan tentang peng-
ertian kebijakan hukum ruang udara yang
berkaitan dengan unrully passenger di du-
nia penerbangan.

D. Tinjauan Pustaka
1. Konvensi Tokyo 1963
Convention on Offences and Cer-
tain Other Acts Committed on Board
Aircraft atau biasa dikenal sebagai Ko-

866

nvensi Tokyo 1963 untuk pertama kali-
nya dicetuskan oleh delegasi Meksiko
dalam Konferensi tahun 1950 yang
membahas konsep Legal Status of Air-
craft.'® Melalui pembahasan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa diperlukan
adanya pembatasan mengingat masalah
aspek hukum yang timbul akibat trans-
portasi udara sangat luas.**

Konvensi Tokyo 1963 mengatur
agar pelanggaran atau tindakan-tinda-
kan tertentu yang dilakukan di dalam
pesawat udara yang membahayakan
pesawat udara, penumpang, dan harta
benda yang diangkut dalam pesawat
ditindaklanjuti dengan menerapkan hu-
kum yang berlaku di negara tempat pe-
sawat didaftarkan.?

Tujuan utama Konvensi Tokyo
1963 adalah menetapkan negara yang
mempunyai yurisdiksi, mengisi keko-
songan hukum, melindungi kapten pe-
nerbang beserta awak pesawat udara,
pemilik pesawat udara, melindungi pe-
numpang, awak pesawat udara maupun
harta benda yang diangkut dalam pesa-
wat udara terhadap keselamatan pener-
bangan akibat tindakan melawan hu-
kum dan menjamin kelancaran, keterti-
ban, keteraturan, dan kedisiplinan di
dalam pesawat udara, mencegah jang-
an sampai terjadi tindak pidana pelang-
garan maupun kejahatan yang lolos da-
ri sanksi hukuman, dan sebaliknya ja-
ngan sampai terjadi ancaman hukuman
ganda (double execution) karena itu di-

' A.E. Ivan, “Air Hijacking : its Cause and
Cure” dalam American Journal of International Law
700 Vol.63, 1969, him. 7

1 samuel A. “Crimes Committed on Board
Aircraft: Tokyo Convention Act” dalam British Ye-
arbook of International Law Vol 42, 1967, him. 12

2 4 K. Martono, Op.Cit, him. 29
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adakan keragaman yurisdiksi negara
anggota Konvensi Tokyo 1963.

2. Protokol Montreal 2014

Pada tanggal 4 April 2014, ICAO
mengesahkan Protokol Montreal 2014
mengenai Amandemen ketentuan Kon-
vensi Tokyo 1963 tentang Offences
and Certain Other Acts Committed
Committed on Board Aircraft. Latar
belakang disahkannya Protokol ini ber-
awal dari banyaknya kasus unruly pas-
senger dalam penerbangan sipil yang
dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan, namun setelah
diserahkan kepada pihak berwenang
dimana pesawat tersebut mendarat pe-
laku dapat bebas dari jeratan hukum
dan tidak ditindaklanjuti.**

Yurisdiksi merupakan isu utama
diberlakukannya Protokol Montreal,
yang mana banyaknya unruly passen-
ger telah menyita perhatian banyak ne-
gara. Pasal 3 Protokol Montreal 2014
mengatur yurisdiksi yang dimiliki oleh
negara lain di luar negara pesawat yang
diantaranya negara dimana pesawat
mendarat (landing state) dan negara di-
mana pesawat tersebut dioperasikan
oleh perusahaan maskapai penerbang-
an (state operator).

Pengakuan yurisdiksi landing state
dan state operator dalam Protokol Mo-
ntreal 2014 membawa angin segar bah-
wa unruly passenger tidak mudah lagi
untuk melepaskan diri dari tuntutan
hukum. Pelaksanaan ketentuan dalam
Protokol Montreal 2014 ini harus sela-

13 H.K. Martono, dan Amad Sudiro, Hukum
Udara Nasional dan Internasional Publik. PT Raja
Grafindo, Jakarta, 2012, him. 132

¥ Van Kieken P.J, “Hijacking and Asylum”
dalam The Netherlands International Law Review 6
Vol. 22, 1975, him. 9
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ras dengan ketentuan hukum nasional
suatu negara, mengingat esensi dari
Konvensi Tokyo 1963 dan protokolnya
adalah pemberlakuan ketentuan pidana
suatu negara.

3. Unruly Passenger
ICAO memberikan pengertian ter-

kait unruly passenger atau disruptive

passenger sebagai berikut : “Seorang
penumpang Yyang tidak menghargai
aturan-aturan yang berlaku di suatu
bandar udara atau didalam pesawat
atau tidak mengikuti instruksi-instruksi
dari petugas bandar udara atau awak
pesawat dan mengganggu ketertiban
dan disiplin di suatu bandar udara atau
didalam pesawat”. ™

ICAO menklasifikasikan unruly
pasenger ke dalam 4 (empat) tingka-
tan, yaitu :

a) Minor threat atau ancaman kecil,
perilaku yang disruptif atau meng-
ganggu secara verbal. Contohnya
adalah penggunaan kata-kata atau
tindakan yang tidak pantas terha-
dap awak pesawat, bertindak men-
curigakan, tidak mematuhi instruk-
si dari awak pesawat, dan me-
langgar ketentuan mengenai kese-
lamatan penerbangan.

b) Moderate threat atau ancaman
sedang, perilaku penyalahgunaan
secara fisik. Contohnya adalah
melakukan kekerasan fisik terha-
dap awak pesawat, pelecehan sek-
sual, mengancam awak pesawat
maupun penumpang lain, merusak
perlengkapan darurat atau kesela-

15 Convention on International Civil Aviation,

ditandatangani di Chicago pada 7 December 1944,
him. 1
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matan di dalam pesawat, dan me-
rusak bagian lain dalam pesawat.

ngaman, tidak merokok, me-
matikan alat-alat elektronik

c) Serious threat atau ancaman seri- atau mengganggu pengumu-
us, perilaku yang mengancam jiwa man kesela-matan.
atau menunjukkan senjata. Con- 3) Perlawanan secara verbal de-
tohnya adalah mengancam, me- ngan awak pesawat serta pe-
nunjukkan atau menggunakan sen- numpang lain.
jata, melakukan kekerasan fisik 4) Perlawanan secara fisik de-
atau seksual dengan tujuan untuk ngan awak pesawat serta pe-
melukai seseorang di dalam pesa- numpang lain.
wat. 5) Penumpang yang tidak bisa
d) Flight deck threat atau ancaman bekerja sama, termasuk meng-
ruang kemudi, usaha dan tindakan ganggu tugas-tugas awak pe-
nyata untuk memasuki ruang ke- sawat, menolak untuk mengi-
mudi pesawat. Contohnya adalah kuti petunjuk dalam hal ketika
masuk atau mencoba untuk masuk memasuki atau meninggalkan
ke kokpit tanpa izin, mengancam pesawat.
nyawa atau melukai dalam upaya 6) Memberikan ancaman, terma-
untuk mendapatkan akses dan kon- suk semua jenis ancaman baik
trol terhadap pesawat, menunjuk- secara langsung kepada seseo-
kan atau menggunakan senjata un- rang, seperti ancaman untuk
tuk masuk ke dalam kokpit, sabo- melukai seseorang, ataupun
tase terhadap pesawat, dan tinda- untuk menimbulkan kekacau-
kan-tindakan yang membuat pesa- an, seperti pernyataan terkait
wat tidak dapat terbang atau mem- ancaman bom, atau perilaku
bahayakan keselamatan penerba- yang dapat mempengaruhi ke-
ngan.'® selamatan awak pesawat, pe-
e) Lain halnya dengan ICAO, Inter- numpang dan pesawat itu sen-
national Air Traffic Association diri.
(IATA) menetapkan daftar perila- 7) Pelecehan seksual.
ku penumpang yang termasuk da- 8) Perilaku onar lainnya, terma-

lam Klasifikasi unruly passenger di

dalam pesawat, antara lain :

1) Mengonsumsi alkohol secara
berlebih serta penggunaan na-
rkotika secara ilegal.

2) Menolak untuk menaati pe-
tunjuk keselamatan, termasuk
tidak mengikuti petunjuk aw-
ak kabin seperti : petunjuk un-
tuk menggunakan sabuk pe-

suk berteriak-teriak dengan
keras, tindakan mengganggu,
menendang-nendang dan me-
mukul-mukulkan kepala di
belakang kursi."’

" Hentje Pongoh, Maskapai penerbangan
berhak menurunkan penumpang indisipliner, dalam:
https://www.kompasiana.com, diakses pada 11 No-
vember 2018 pukul 09.21 WIB.

'8 International Air Traffic Association (IA-
TA), Op.Cit, him. 26-30
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E. Pembahasan

1. Penanganan Kasus Unruly Pas-
senger

Jumlah kasus unruly passenger da-
lam penerbangan nasional maupun in-
ternasional terus bertambah setiap ta-
hunnya. Keberadaan unruly passenger
ini sangat meresahkan banyak pihak
karena dapat membahayakan kesela-
matan dan keamanan penerbangan,
mengganggu ketertiban selama pener-
bangan dan merugikan maskapai pe-
nerbangan.’® Di bawah ini saya akan
mencoba untuk menguraikan dan me-
nganalisis kasus unruly passenger yang
terjadi di dalam pesawat penerbangan
Virgin Australia.

Pada tanggal 25 April 2014, Matt
Christopher Lockley, seorang penum-
pang Virgin Australia penerbangan da-
ri Brisbane ke Denpasar, membuat ulah
di dalam pesawat tersebut. Lockley da-
lam kondisi mabuk dan menggedor-ge-
dor pintu kokpit karena mengira pintu
tersebut merupakan pintu kamar mandi
pesawat. Kapten pesawat penerbangan
tersebut segera mengirimkan sinyal pe-
mbajakan (hijacking), sehingga ketika
pesawat mendarat di Bandara Interna-
sional Ngurah Rai, Denpasar Bali, Lo-
ckley langsung diserahkan kepada ke-
polisian bandara. Akibat kejadian ter-
sebut, beberapa pesawat udara yang
akan mendarat di Bandara Internasi-
onal Ngurah Rai terpaksa dialihkan
(Australian Associated Press, “Plane
passenger who sparked a terror alert
after knocking on the cockpit door
while looking for the toilet cleared of
attempt h-ijacking”).

8 N. Aggarwala, “Political Aspects of Hijack-

Aditya Kurniawijaya
Emmy Latifah

Tindakan tersebut dapat memba-
hayakan keselamatan penerbangan dan
merugikan maskapai Virgin Australia
maupun maskapai penerbangan lain
yang pendaratannya dialihkan, namun
dalam kasus ini Lockley dianggap ti-
dak bersalah dan dipulangkan kembali
ke Australia setelah dilakukan peme-
riksaan terhadap dirinya. Indonesia be-
ranggapan bahwa berdasarkan ketentu-
an dalam Konvensi Tokyo 1963 negara
yang berwenang untuk menangani ka-
sus tersebut adalah negara tempat pesa-
wat didaftarkan, yakni Australia, sehi-
ngga kasus tersebut di luar yurisdik-
sinya.

Padahal jika kita mengacu pada
Pasal 4 Konvensi Tokyo 1963, Peme-
rintah Indonesia semestinya dapat me-
nerapkan yurisdiksinya terhadap kasus
tersebut. Pasal 4 Konvensi Tokyo 1963
mengatur tentang adanya kemungkinan
terhadap negara anggota untuk melak-
sanakan yuridikasi bersama yang ber-
arti negara-negara tersebut memiliki
wewenang yang sama dengan negara
tempat pesawat didaftarkan untuk me-
nyelesaikan tindakan pidana yang ter-
cantum pada Pasal 1 Konvensi Tokyo
1963.

Apabila kita melakukan penelusu-
ran terhadap Pasal 1 Konvensi Tokyo
1963, unsur-unsur yang terdapat dalam
Pasal 1 ialah :

a) Tindak pidana dilakukan di dalam
pesawat udara.
b) Pesawat udara tersebut didaftarkan

di negara peserta Konvensi.

c) Pesawat udara sedang berada da-
lam penerbangan di atas laut lepas.
d) Pesawat udara berada di permuka-

: . an laut lepas.
ing” dalam International Conciliation Vol. 585, P

1971, him. 7
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Jadi, selama pelanggaran atau ke-
jahatan yang terjadi tersebut memenuhi
unsur dalam Pasal 1 Konvensi Tokyo
1963, maka negara anggota tempat pe-
sawat mendarat yang meratifikasi Kon-
vensi Tokyo 1963 dapat melakukan
tindakan terhadap penumpang yang ti-
dak mematuhi aturan tersebut meski-
pun negara anggota tempat pesawat
mendarat ini bukan merupakan negara
tempat pesawat itu didaftarkan.*®

Konvensi Tokyo 1963 sendiri se-
lain bertujuan untuk mengatur yuris-
diksi dan mencegah terjadinya keko-
songan hukum, juga mengatur keten-
tuan tentang ketertiban dan kedisipli-
nan dalam pesawat udara yang sedang
melakukan penerbangan.”® Hal ini se-
cara tegas diatur dalam Pasal 6 Ayat
(1) huruf (b) Konvensi Tokyo 1963
yang berbunyi: “The aircraft comma-
nder may, when he has reasonable
grounds to believe that a person has
committed, or is about to commit, on
board the aircraft, an offence or act
contemplated in Article 1, paragraph
1, impose upon such person reasonable
measures including restraint which are
necessary .... (b) to maintain good
order and discipline on board; or ...”

Berdasarkan ketentuan dalam pa-
sal 6 Ayat (1) huruf (b) tersebut, maka
dapat dipastikan bahwa telah adanya
jaminan terkait ketertiban dan kedisip-
linan di dalam pesawat udara yang se-
dang dalam penerbangan (Convention
on Offences and Certain Other Act Co-
mmitted on Board Aircraft). Ketertiban

195 Shubber, Jurisdiction Over Crimes on Bo-

ard Aircraft, Martinus Nijhoff, The Hague, 1973,
him. 37

% H.K. Martono, dan Amad Sudiro, Op.Cit,

him. 135
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dan kedisplinan dalam pesawat udara
erat kaitannya dengan tingkat kesela-
matan penerbangan. Setiap perbuatan
penumpang yang melanggar ketertiban
dan kedisiplinan dalam pesawat udara
sangat membahayakan keselamatan pe-
numpang, awak pesawat udara, pesa-
wat udara maupun harta benda yang di-
angkut.

Selain itu, pada Konvensi Tokyo
1963 diatur ketentuan untuk menganti-
sipasi jika terdapat penumpang yang
melanggar aturan. Berdasarkan Kon-
vensi Tokyo 1963, kapten pesawat ud-
ara diberi wewenang untuk menjamin
ketertiban dan kedisiplinan dalam pe-
sawat udara. Kapten pesawat dapat me-
ngambil langkah-langkah tertentu ter-
masuk menahan, apabila terdapat ala-
san yang cukup bahwa penumpang ter-
sebut melanggar ketertiban dan kedi-
siplinan dalam pesawat udara atau tin-
dakan lain yang membahayakan kese-
lamatan penerbangan.?

Kapten pesawat udara juga dapat
melarang semua pergerakan setiap pe-
numpang dari satu tempat ke tempat
lain yang terindikasi akan mengancam
tata tertib dan disiplin penerbangan.
Selain itu, awak pesawat udara atau
penumpang atas nama kapten pesawat
udara juga dapat mengambil langkah-
langkah penegahan penumpang lain
yang akan meninggalkan tempat duduk
dan pergi ke tempat duduk yang lain
apabila tindakan tersebut diperlukan
untuk mencegah terjadinya perkelahian
atau akan menimbulkan kekacauan da-
lam penerbangan.

21 J.E. Stephen, “Air piracy and Unlawful With

Air Commerce” dalam International Lawyer 442
Vol. 4, 1970, him. 136
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Kapten pesawat udara juga memi-
liki hak untuk menurunkan setiap ora-
ng yang terindikasi akan melakukan ti-
ndakan atau memungkinkan untuk me-
lakukan tindakan pidana pelanggaran
atau kejahatan yang membahayakan
keselamatan penumpang, awak pesa-
wat udara, pesawat udara itu sendiri
maupun harta benda yang diangkut.
Bahkan kapten pesawat udara juga da-
pat menyerahkan orang yang tersinya-
lir melakukan tindak pidana pelang-
garan atau kejahatan, kepada pejabat
yang berwenang di negara anggota
Konvensi Tokyo 1963.

2. Implementasi Ketentuan Terkait

Unruly Passenger

Perlu adanya instrumen hukum ya-
ng dapat menangani kasus-kasus un-
ruly passenger secara menyeluruh. Ko-
nvensi Tokyo 1963 dan Protokol Mo-
ntreal 2014 dibuat dan disahkan agar
negara anggota dapat mengimplemen-
tasikan yurisdiksi hukum pidananya
terhadap kasus unruly passenger yang
terjadi di dalam penerbangan nasional
maupun internasional.?? Pasal 1 Kon-
vensi Tokyo 1963 menegaskan bahwa
negara peserta konvensi dapat mene-
rapkan hukum nasionalnya, sehingga
keberadaan hukum nasional yang seja-
lan dengan Konvensi Tokyo 1963 ma-
mpu berpengaruh dalam penanganan
terhadap unruly passenger (Pasal 1
Konvensi Tokyo 1963).

Negara memiliki kewajiban untuk
menjalankan perjanjian internasional
yang diratifikasinya dengan itikad baik
(good faith) seperti yang tercantum da-

2 F.E Loy, “Some International Approaches to

Aditya Kurniawijaya
Emmy Latifah

lam Pasal 26 Konvensi Wina 1969.%
Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Tokyo 1963 melalui Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1976, sehingga Indo-
nesia perlu mengimplementasikan Ko-
nvensi Tokyo 1963 ke dalam hukum
nasional terkait penumpang yang tidak
mematuhi aturan atau unruly passen-
ger.

Meskipun penanganan terhadap
unruly passenger di Indonesia didasar-
kan pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009, namun beberapa keten-
tuan terkait unruly passenger juga di-
atur dalam Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP). Ketentuan terkait
kejahatan penerbangan dimasukkan ke
dalam KUHP karena ketentuan hukum
pidana pada saat itu belum berlaku
dalam pesawat udara yang didaftarkan
di Indonesia.

Di dalam KUHP kita terdapat
prin-sip extraterritorial, yang mana
hukum pidana Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang melakukan tindak
pidana di dalam kendaraan air atau
pesawat udara Indonesia termasuk ke-
tika kendaraan air atau pesawat udara
Indonesia tersebut berada di luar wila-
yah Indone-sia®*

Indonesia memang telah meratifi-
kasi Konvensi Tokyo 1963, tetapi In-
donesia belum meratifikasi Protokol
Montreal 2014 sehingga Protokol Mo-
ntreal 2014 belum dapat diterapkan di
Indonesia.® Selain itu, Indonesia juga

2 Anthony Aust, Handbook of International
Law (Second Edition), Cambridge University Press,
New York, 2010, him. 8

# L.C Green, “Extradition vs Asylum for Ae-
rial Hijacking” dalam Israel Law Review Vol,10,
1975, him. 11

Dealing With Air Hijacking” dalam International % B. Rein, “A Government Perspective” dalam
Lawyer Vol.4, 1970, him. 9 Journal of Air Law and Commerce Vol. 37, 1971.
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telah meratifikasi Pasal 83 bis Kon-
vensi Chicago 1944 dengan Keppres
Nomor 21 Tahun 1987. Jika Indonesia
hendak meratifikasi Protokol Montreal
2014, maka Indonesia perlu mengubah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20009,
te-rutama ketentuan terkait definisi pe-
sawat udara Indonesia dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.
Ketentuan dalam Protokol Montreal
2014 yang telah memberikan yurisdiksi
terhadap state of operator dan state of
landing, namun Indonesia belum me-
ngimplementasikan Pasal 83 bis Kon-
vensi Chicago 1944 ke dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009.

F. Kesimpulan

Konvensi Tokyo 1963 mengatur ag-
ar segala pelanggaran atau tindakan tertentu
yang dilakukan di dalam pesawat udara
yang membahayakan penumpang maupun
pesawat itu sendiri ditindaklanjuti sesuai
dengan hukuman yang berlaku di negara
tempat pesawat didaftarkan. Sedangkan
Protokol Montreal 2014 yang merupakan
amandemen dari Konvensi Tokyo 1963
mengatur terkait yurisdiksi yang dimiliki
oleh negara lain di luar negara tempat pe-
sawat didaftarkan.

Penanganan kasus unruly passenger
masih belum dikatakan maksimal, dikare-
nakan dalam pengambilan kebijakan terha-
dap kasus unruly passenger sendiri sering-
kali negara salah memahami ketentuan da-
lam Konvensi yang berlaku. Misalnya saja,
ma-sih banyak negara yang beranggapan
bahwa berdasarkan Konvensi Tokyo 1963
negara yang berwenang untuk menangani
kasus tersebut adalah negara tempat pesa-
wat didaftarkan. Padahal jika kita mengacu
pada Pasal 4 Konvensi Tokyo 1963, semes-
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tinya negara dapat menerapkan yurisdiksi-
nya terhadap kasus yang terjadi.

Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol
Montreal 2014 dibuat agar negara anggota
dapat mengimplementasikan yurisdiksi hu-
kum pidananya terhadap kasus unruly pas-
senger yang terjadi di dalam penerbangan
nasional maupun sinternasional. Namun da-
lam penerapannya, Indonesia baru meratifi-
kasi Konvensi Tokyo 1963 dan belum me-
ratifikasi Protokol Montreal 2014. Selain
itu, Indonesia juga telah meratifikasi Pasal
83 bis Konvensi Chicago 1944 dengan
Keppres Nomor 21 Tahun 1987. Jika Indo-
nesia hendak meratifikasi Protokol Mont-
real 2014, maka Indonesia perlu mengubah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, te-
rutama hal-hal terkait definisi pesawat uda-
ra Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2009.

G. Saran

Sebaiknya, seluruh negara anggota
yang meratifikasi Konvensi Tokyo 1963 le-
bih memahami kandungan dari Konvensi
tersebut agar dalam menangani kasus un-
ruly passenger negara yang bersangkutan
mampu mengambil tindakan yang tepat.
Hal ini terutama ditekankan kepada pre-
siden atau pemimpin negara yang setingkat
dengan yang merupakan kepala negara dan
memiliki andil dalam menentukan langkah
yang harus diambil ketika terjadi kasus
unruly passenger.

Indonesia harus meratifikasi Proto-
kol Montreal 2014, dikarenakan isi dari
protokol tersebut telah menutupi ketentuan
yang kurang dan belum diatur dalam Kon-
vensi Tokyo 1963. Dengan meratifikasi
Protokol Montreal 2014, Indonesia mampu
menangani kasus unruly passenger dengan
lebih mudah dikarenakan telah adanya
dasar hukum yang mengaturnya.
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